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ABSTRAK
ABDULLAH. Analisis Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kinerja  Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan deskripsi terhadap lima indikator, yaitu Kuantitas, Ketetapan Waktu, Efektivitas, Kualitas dan Kerja Sama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja  Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur memperoleh skor sebesar 84,7% dan ini termasuk dalam kategori Baik telah terjawab dan terbukti dengan baik.

Kata Kunci
: Kinerja Pegawai
ABSTRACT

ABDULLAH. Analysis of Employee Performance in the Community and Village Empowerment Office of East Kutai Regency.


             This study aims to find out and describe Employee Performance in the Community and Village Empowerment Office of East Kutai Regency. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach. In this study a description of five indicators was carried out, namely Quantity, Time Determination, Effectiveness, Quality and Cooperation.


            The results showed that the Employee Performance in the Community Empowerment and Village Empowerment Office of East Kutai Regency had a score of 84.7% and this included in the Good category had been answered and proven well.

Keywords: Employee Performance
I. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah yang sedang berlangsung saat ini merupakan suatu hal yang baru bagi setiap daerah di Indonesia, oleh karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing, setelah terbelenggu dengan penyeragaman yang selama ini terjadi oleh rezim yang ada.Pada dasarnya di era otonomi daerah fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (service), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation), dan pemberdayaan (empowering).Dan tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “pelayanan masyarakat” (public service).Otonomi Daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah.

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya.Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya.Organisasi merupakan suaru kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan.Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapatdikatakan bahwa organisasi tersebut efektif.Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah.

Sebagai unsur aparat pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisispasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh  kesetiaan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peranan pegawai sangat penting, sebagai mana dikemukankan di dalam Undang-Undang Kepegawaian N0. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata.

Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, sebagai suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan yang terjadi serta terus melakukan perubahan-perubaha.Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas.Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan professional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memilki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat. Sumber daya organisasi secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non manusia (non-human resources).

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar. Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktivitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Kinerja pegawai adalah merupakan sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik.Maka pegawai dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas yang dibebankan.Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja.Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya.

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi antara lain adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya.

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masisng-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Penilaian disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum.Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.Para atasan sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madhani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, maka diperlukan pegawai yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan kekuatan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari peningkatan kinerja pegawai, pembinaan pegawai perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada sistem prestasi kerja sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kinerja atau performance.Hal ini dimaksudkan untuk member peluang bagi pegawai yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara professional dan berkompetensi secara sehat.

Disamping itu untuk mampu meningkatkan pegawai yang memiliiki kinerja yang tinggi, maka salah satu aspek yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah masalah fasilitas kerja.Pegawai sangat peduli sekali dengan fasilitas kerjanya baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Pegawai sangat membutuhkan fasilitas kerja yang bersih, ruangan yang lega dengan peralatan relative modern dan jika fasilitas kerja yang dibutuhkan oleh pegawai sudah memadai maka hal ini tentunya akan berdampak pula pada kinerja pegawai.

Berkaitan dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur dan kenyataan dilapangan berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat keluhan-keluhan dari orang-orang atau para pegawai yang sering berurusan Kinerja pegawai yang belum professional dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seperti kurangya persiapan, pengawasan, serta pengendalian sehingga banyak yang merasa tidak puas atau hasil kinerja yang diberikan para pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur kepada orang-orang atau para pegawai yang sering berurusan dikarenakan pegawai sering berulang kali mengurus suatu keperluan administrasi dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. 

II. PERMASALAHAN

“Bagaimana kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur”?
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Artinya, variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel.
Dalam penelitian deskriptif, peneliti menggunakan strategi kuantitatif (misalnya, teknik kuesioner dan observasi) untuk mengumpulkan data (misalnya, berupa skor) atau informasi tentang ciri-ciri orang, kelompok orang, atau program.Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti melakukan analisis, misalnya melalui mengidentifikasi, menjumlahkan, menghitung, dan sebagainya kemudian peneliti mendeskripsikan hasil analisis data tersebut.
Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data, baik yang berasal dari sumber obyek penelitian ataupun  sumber-sumber lainnya. Teknik pengumpulan data di dalam peneliti ini adalah :
1. Studi Kepustakaan, disini penulis mengadakan penelaahan kepustakaan guna mendapatkan informasi ilmiah berupa teori dan konsep yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
2. Kuesioner/Angket, yaitu pengumpulan data dengan menyebar sejumlah pertanyaan kepada responden.

3. Observasi adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung terhadap obyek.

4. Wawancara adalah pengumpulan data yang datanya dikumpulkan melaui wawancara dengan responden.

5. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

Analisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan metode deskriptif, yaitu dengan persentase rata rata (Arikunto 2006; 79), untuk mencari persentase rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

Analisa data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan metode deskriptif, yaitu dengan persentase rata rata (Arikunto 2006; 79), untuk mencari persentase rata-rata dengan menggunakan rumus sebagaiberikut :

Dimana :
P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Pengamatan (Sampel)

Perhitungan tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban pada kuesioner/angket yang dibagikan kepada responden, yaitu :

a. Jawaban A diberikan bobot 1

b. Jawaban B diberikan bobot 2

c. Jawaban C diberikan bobot 3

d. Jawaban D diberikan bobot 4

e. Jawaban E diberikan bobot 5
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara administrasi memiliki memiliki luas 3.574.745 Km2 (17%) dari wilayah Kalimantan Timur.

Secara geografis Kabupaten Kutai Timur letaknya berada pada 115’56’26” – 118’58’19” Bujur Timur dan 1’17’1” Lintang Selatan-1’52’39 Lintang Utara.115’5’26”-118’58’19” Bujur Timur dan 0’02’11” Lintang Selatan – 1’52’39” Lintang Utara.  Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan 2 kabupaten dan kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Selain berbatasan dengan wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur juga dianugerahi dengan berbatasan langsung dengan lautan. Lengkapnya adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan 

b. Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau) 

c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang) dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)

d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi

e. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)  

Kondisi ini merupakan modal awal yang baik bagi pembangunan di Kutai Timur. Bila dilihat lebih jauh maka akibat dari kondisi geografis ini maka Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang cukup strategis bagi perekonomian karena posisi ini mendukung interaksi wilayah-wilayah desa/kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, tidak hanya dalam skala provinsi akan tetapi nasional bahkan internasional. Potensi dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan(Kota Orde II) – Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I – Ibu Kota Provinsi) – Balikpapan (Kota Orde I) – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan kedalam Kabupaten Kutai Timur. 

b. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai sekitar 200 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

4.2.  Hasil Penelitian
Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini hanya menggunakan satu Hasil Penelitian
Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini hanya menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu variabel Kinerja Pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Kinerja Pegawaidi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.

Indikator-indikator Kinerja Pegawai yang diteliti di dalam penelitian ini meliputi :

1. Kuantitas 
2. Ketetapan Waktu 
3. Efektivitas 
4. kualitas
5. Kerja Sama 
Pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan angket/kuesioner, dimana masing-masing indikator terdiri dari 2 (dua) pertanyaan di dalam angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden.
4.3. Analisis dan Pembahasan

Setelah semua data hasil penelitian diuraikan dan dideskripsikan seperti pada paparan di atas, maka berikut ini data hasil penelitian tersebut akan di analisis untuk mengetahui sampai sejauhmana Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur. Hasil analisis ini merupakan gambaran nyata tentang Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.

Tabel-4.3.

Rekapitulasi Rata-Rata Tanggapan Responden

	Indikator
	Rata-Rata Tanggapan Responden

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Kuantitas 
	-
	-
	22

(49%)
	16,5

(37%)
	6,5

(14%)

	Ketetapan Waktu
	-
	-
	18

(40%)
	12

(27%)
	15

(33%)

	Efektivitas 
	-
	-
	15

(33%)
	12

(27%)
	18

(40%)

	Kualitas 
	-
	-
	3

(7%)
	26

(58%)
	16

(35%)

	Kerja Sama
	
	
	7,5

(17%)
	17

(38%)
	76

(45%)

	Jumlah
	-
	-
	65,5

(146)
	83,5

(186%)
	131,5

(292%)

	Rerata
	-
	-
	13

(29%)
	17

(38%)
	26,3

(58,4%)


Sumber : Hasil Kuesioner
Berdasarkan hasil rekapitulasi setiap indikator penelitian seperti terlihat pada tabel-4.7 di atas, maka secara keseluruhan dapat diketahui bahwa :

a. Frekuensi pilihan jawaban A = 0

b. Frekuensi pilihan jawaban B = 0

c. Frekuensi pilihan jawaban C = 65,5
d. Frekuensi pilihan jawaban D = 83,5
e. Frekuensi pilihan jawaban E = 131,5
Untuk mendapatkan persentase rata-rata dari data tersebut, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas maka dapat diketahui :

N = Fa + Fb + Fc + Fd + Fe

= 0 + 0 + 65,5 + 83,5+ 131,5

= 280,5

Selanjutnya adalah mencari nilai F dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan jawaban, yaitu :

a. Jawaban A diberikan bobot 1

b. Jawaban B diberikan bobot 2

c. Jawaban C diberikan bobot 3

d. Jawaban D diberikan bobot 4

e. Jawaban E diberikan bobot 5

Berdasarkan bobot tersebut di atas, maka dapat diperoleh nilai F sebagai berikut:

a. Fa = 0 x 1

= 0

b. Fb = 0 x 2

= 0

c. Fc = 65,5 x 3
= 196,5
d. Fd = 83,5 x 4
= 334
e. Fe = 131,5 x 5
= 657,5
Dengan demikian nilai F adalah :0 + 0 + 196,5 + 334+ 657,5= 1188

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai persentase rata-rata adalah sebagai berikut :




Dari hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa persentase rata-rata Kinerja  Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur adalah 84,7%. 

Untuk memahami baik atau tidaknya pelaksanaan suatu kegiatan maka Arikunto (2006; 77) memberikan kategori sebagai berikut :

a. 0%  -  39%
= Tidak Baik

b. 40% - 55%
= Kurang Baik

c. 56% - 75%
= Cukup Baik

d. 76% - 100%
= Baik

Dengan demikian maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kinerja Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timuradalah sebesar 84,7% dan ini termasuk dalam kategori Baik.
ANGKET PENELITIAN KINERJA PEGAWAI

	No
	Pernyataan
	Tanggapan Responden

	
	
	SS
	S
	R
	KS
	STS

	
	1. Kuantitas
	
	
	
	
	

	1.1
	Para pegawai mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat.
	
	
	
	
	

	1.2
	Para pegawai mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan tambahan
	
	
	
	
	

	
	2. Ketetapan Waktu

	2.1
	Para pegawai sangat memperhatikan waktu di dalam penyelesaian pekerjaan 
	
	
	
	
	

	2.2
	Para pegawai berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu
	
	
	
	
	

	
	3. Efektivitas 

	3.1
	Para pegawai mampu bekerja sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan  
	
	
	
	
	

	3.2
	Para pegawai selalu berusaha untuk berhati-hati dalam menyelesaikan dan mengerjakan tugas pekerjaan 
	
	
	
	
	

	
	4. Kualitas 
	
	

	4.1
	Para pegawai selalu berusaha menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik dan benar, serta teliti.
	
	
	
	
	

	4.2
	Para pegawai selalu berusaha penuh inisiatif dan kreatifitas dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan
	
	
	
	
	

	
	5. Kerja Sama 
	

	5.1
	Kerja sama diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan
	
	
	
	
	

	5.2
	Kerjasama antar sesama pegawai berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pekerjaan
	
	
	
	
	


5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

2. Kinerja merupakan pelaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Hasil analisis data di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 84,7% dan ini termasuk dalam kategori Baik. Dengandemikian dapat dikatakan pula faktor-faktor kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, kualitas dan kerja sama memberikan kontribusi yang baik terhadap kinerja pegawai.
5.2 Saran 

Bertitik tolak dari hasil penelitian ini maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  Kutai Timur disarankan agar lebih meningkatkan lagi program pemberdayaan para pegawai sehingga dapat memberikan motivasi dan semangat kepada mereka di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kepada para pegawai dan disarankan agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga kinerja pegawai yang ada saat ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat lebih ditingkatkan lagi.

3. Kepada seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disarankan pula agar terus meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan pekerjaan yang lebih berat lagi di masa yang akan datang.
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